
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perjanjian kerja sama dalam praktek dewasa ini banyak dilakukan oleh pelaku usaha 

atau pelaku bisnis di Indonesia, tidak terkecuali yang dilakukan oleh PT. Pelabuhan Dumai 

Berseri (sekarang Berseri) (BUMD) dengan PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara. Salah satu 

tujuan perjanjian kerja sama yang banyak dilakukan oleh Badan Usaha adalah dalam 

rangka untuk mengembangkan usahanya dan tentu saja tujuan utama adalah memperoleh 

keuntungan dari perjanjian tersebut, disamping itu juga dengan adanya kerja sama tersebut 

maka diharapkan dapat mendukung kegiatan Badan Usaha tersebut untuk memudahkan 

dalam melakukan aktifitas, oleh karena itu dibutuhkan kerja sama dengan pihak-pihak lain. 

Kenapa demikian, karena dengan adanya perjanjian kerja sama memberikan jalan keluar 

apabila para pihak  menghadapi berbagai kegiatan perusahaan dapat terselesaikan dengan 

maksimal. 

Begitu pula halnya perjanjian yang dibuat antara PT. Pelabuhan Dumai Berseri 

(BUMD) dengan PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara, sebagai salah satu  upaya bisnis yang 

menimbulkanhak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian yang dibuatnya. Perjanjian 

kerjasama tersebut tertuang dalam nomor kontrak SPK/PTB-JKT/PDB/003/V/2013 dan 

Nomor 001/PDB-PTB/SPK/V/2013.Kedua bela pihak sepakat untuk melaksanakan 

perjanjian ini dalam hal melaksanakan pelayanan administrasi operasional jasa pemanduan 

kapaldi Terminal Khusus PT. Sari Dumai Sejati, PT. Semen Padang dan PT. Pacifik 

Indopalm di Perairan Wajib Pandu Kelas I Dumai sesuai dengan keputusan Menteri No.KP. 

1161 tentang pemberian Izin kepada PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara untuk 

menyelenggarakan Pelayanan Jasa Pemanduan pada Perairan Terminal khusus PT. Sari 



Dumai Sejati, PT. Semen Padang dan PT. Pacifik Indopalm di Perairan Wajib Pandu Kelas 

I Dumai pada tanggal 20 Desember 2012.  

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1313 KUHPerdata Perjanjian adalah 

Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain 

atau lebih. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan hukum  antara dua orang atau lebih 

yang disebut Perikatan yang di dalamya terdapat hak dan kewajiban masing-masing 

pihak. Karena dengan perjanjian yang dibuat para pihak tersebut meruapakan sumber 

perikatan1. 

Perjanjian juga bisa dikatakan sebagai perbuatan untuk memperoleh seperangkat 

hak dan kewajiban, yaitu akibat-akibat hukum yang merupakan konsekwensi dari 

perjanjian yang dibuatnya.Seperti halnya perjanjian-perjanjian yang lain, perjanjian yang 

dibuat oleh PT. Pelabuhan Dumai Berseri (BUMD) Dengan PT. Pelabuhan Tiga 

Bersaudara harus memperhatikan syarat dan azas sebagaimana yang diatur  Buku III KUH 

Perdata. 

Sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan, untuk syarat sahnya suatu  

perjanjian diperlukan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: 

1. Syarat Subjektif 

Dalam hal syarat subjektif dalam perjanjian adalah mengenai orang-orang yang 

mengadakan perjanjian yakni : 

a. Sepakat, yaitu mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang 

mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang 

akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan. 

                                                           
1Ahmadi Miru & Sakka Pati, Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 KUH PERDATA), 

Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal. 63   



b. Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian  harus cakap 

menurut hukum,  serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian. 

Mengenai kecakapan Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang 

cakap melakukan perbuatan hukum kecuali yang  oleh undang-undang dinyatakan tidak 

cakap.  Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk 

membuat suatu perjanjian yakni: 

1) Orang yang belum dewasa. 

Mengenai kedewasaan Undang-undang menentukan sebagai berikut: 

a) Menurut Pasal 330 KUH Perdata: Kecakapan diukur bila para pihak yang 

membuat perjanjian telah berumur 21 tahun atau kurang dari 21 tahun 

tetapi sudah menikah dan sehat pikirannya. 

b) Menurut Pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 tertanggal 2 Januari 

1974 tentang Undang-Undang Perkawinan (“Undang-undang 

Perkawinan”): Kecakapan bagi pria adalah bila telah mencapai umur 19 

tahun, sedangkan bagi wanita apabila telah mencapai umur 16 tahun. 

2) Mereka yang berada di bawah pengampuan. 

Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang 

(dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan, ketentuan ini sudah tidak 

berlaku lagi). 

2. Syarat Objektif ; 

Disebut sebagai syarat objektif dalam suatu perjanjian karena menyangkut mengenai 

objek yang diperjanjikan dalam perjanjian. Adapun syarat objektif tersebut adalah 

sebagai berikut: 



a. Mengenai suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut 

harus mengenai suatu obyek tertentu. 

b. Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian  haruslah berdasarkan 

hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan  ketertiban 

Apabila syarat subyektiftidak dapat terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai 

hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan.Pihak yang dapat meminta pembatalan 

itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) 

secara tidak bebas.Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu akan terus mengikat kedua belah 

pihak yang mengadakan perjanjian, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan 

pihak yang berhak meminta pembatalan tersebut.  

Dalam hal pembatalan suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan 

Pasal 1446 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bahwa Pembatalan atas 

perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dapat 

dimintakan pembatalannya kepada Hakim, bila salah satu pihak yang melakukan perjanjian 

itu tidak memenuhi syarat subjektif yang tercantum pada syarat sahnya 

perjanjian.Sedangkan apabila syarat obyektif yang tidak  terpenuhi, maka perjanjian itu 

akan batal demi hukum. Artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan 

tidak pernah ada suatu perikatan. 

Perjanjian Kerjasama yang dibuat antara PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara dengan 

PT.Pelabuhan Dumai Bersemi (BUMD) telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu 

perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Untuk syarat Subjektif 

dalam perjanjian yaitu :masing-masing pihak dalam perjanjian kerjasama itu sepakat dan 

cakapbaik itu pihak PT.Pelabuhan Tiga Bersaudara maupun pihak PT. Pelabuhan Dumai 

Berseri (BUMD).Untuk syarat Objektif dalam perjanjian tersebut jelas yaitu mengenai 



suatu hal tertentu, dalam hal ini obyek yang diperjanjikan jelas yaitu pelayanan administrasi 

operasional jasa pemanduan kapal di Terminal Khusus PT. Sari Dumai Sejati, PT. Semen 

Padang dan PT. Pacifik Indopalm di Perairan Wajib Pandu Kelas I Dumai. Suatu sebab 

yang halal, yaitu isi dan tujuan yang di perjanjikan  masalah administrasi pemanduan 

kapal.Namun seiringnya waktu, perjanjian ini menjadi batal demi hukum, karena Pihak 

Kedua yaitu PT. Pelabuhan Dumai Berseri membatalkan perjanjian tersebut, dan 

memutuskan sepihak perjanjian tersebut, hal tersebut terjadi karena PT. Pelabuhan Tiga 

Bersaudaradalam melaksanakan praktek perjanjian kerjasama antara PT. Pelabuhan Dumai 

Berseri dengan PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara, sama sekali tidak berpihak kepada PT. 

Pelabuhan Dumai Berseri sebagai pihak kedua dalam perjanjian ini, dan PT. Pelabuhan 

Tiga Bersaudara  telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayarkan dana bagi hasil 

sebesar 7,5 % kepada PT. Pelabuhan Dumai Berseri. Hal tersebut menurut PT. Pelabuhan 

Tiga Bersaudara bahwa tidak adanya kontribusi nyata  yang dilakukan oleh PT. Pelabuhan 

Dumai Berseri karena tidak mengirimkan tenaga administratifnya kepada PT. Pelabuhan 

Tiga Bersaudara selama perjanjian tersebut berlangsung (kurun waktu 15 bulan), sehingga 

dengan demikian  PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara beranggapan bahwa PT. Pelabuhan 

Dumai Berseri tidak pantas mendapatkan dana bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh 

dalam perjanjian kerjasama pelayanan jasa pemanduan pada perairan terminal khusus PT. 

Sari Dumai Sejati, PT. Semen Padang dan PT. Pacifik Indopalm di Perairan Wajib Pandu 

Kelas I Dumai seperti yang tertera kontrak perjanjian Pasal 9.  

Berdasarkan hal tersebutmenurut penulis sangat perlu dicermati lebih lanjut 

mengenai perjanjian antara kedua belah pihak, karena bagaimanapun perjanjian tersebut 

sudah sah dan mengikat diantara kedua belah pihak baik hak dan kewajibannya sebagai 

undang-undang bagi para pihak (pakta sunservanda).Namun seiring dengan adanya 



pembatalan yang dilakukan oleh PT. Pelabuhan Dumai Berseri sebagai pihak kedua dalam 

perjanjian ini, karena sangat jelas merugikan pihak Kedua. Pihak keduaPT. Pelabuhan 

Dumai Berserisebelumnya juga telah meminta pendapat hukum (legal opinion) dari 

Kejaksaan Negeri Dumai, dan dari pendapat hukum Kejaksaan Negeri Dumai menyatakan 

bahwa perjanjian ini harus dihentikan karena syarat obyektif dari perjanjian yangdiuraikan 

di dalam perjanjian tersebut kurang jelas dan menjadi kabur. Melihat adanya legal opini 

dari Kejaksaaan Negeri Dumai penulis melihat adanya keberpihakan Kejaksaan Negeri 

Dumai terhadap PT. Tiga Bersaudara yang menyatakan bahwa objek perjanjian tersebut 

tidak jelas dan melanggar Undang-Undang, padahal perjanjian yang dibuat oleh kedua 

belah pihak sudah sesuai dengan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku. Maka 

dari itu penulis akan membahasnya lebih lanjut dalam sebuah penulisan karya ilmiah 

berbentuk Tesis dengan judul “Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam 

Perjanjian Kerjasama Antara PT. Pelabuhan Dumai Berseri (BUMD) Dengan PT. 

Pelabuhan Tiga Bersaudara”. 

 

B. Masalah Pokok 

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam 

penelitian Tesis ini adalah : 

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Pelabuhan Dumai 

Berseri (BUMD) Dengan PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara ? 

2. Bagaimanakah Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama 

Antara PT. Pelabuhan Dumai Berseri (BUMD) Dengan PT. Pelabuhan Tiga 

Bersaudara ? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 



Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang 

penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Pelabuhan Dumai 

Berseri (BUMD) Dengan PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara. 

2. Untuk mengetahui Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian 

Kerjasama Antara PT. Pelabuhan Dumai Berseri (BUMD) Dengan PT. Pelabuhan 

Tiga Bersaudara. 

Sedangkan kegunaan dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum bisnis khususnya 

terhadap perjanjian kerjasama. 

2. Untuk dapat mendatangkan manfaaat bagi peneliti yang akan memperdalam kajian 

dalam Hukum Bisnis, dan juga para mahasiswa/wi lainnya dalam hal mengangkat 

penelitian yang sama. 

D. Kerangka Teori 

Teori diartikan sebagai suatu sistem yang berisikan preposisi-preposisi yang telah 

diuji kebenarannya. Apabila berpedoman kepada teori maka seorang ilmuwan akan dapat 

menjelaskan, aneka macam gejal social yang dihadapinya walaupun hal ini tidak selalu 

berarti adanya pemecahan terhadap masalah yang dihadapi.2Teori menggambarkan 

keteraturan atau hubungan dari gejala-gejal yang tidak berubah di bawah kondisi tertentu 

tanpa pengecualian.Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau 

petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang dihadapinya. 

                                                           
2 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta, UI-Press, 2000, hal. 6 



Dalam menganalisa penulisan ini digunakan teori sistem dari Mariam Darus 

Badrulzaman yang mengemukakan bahwa sistem adalah kumpulan asas-asas hukum yang 

terpadu yang merupakan landasan diatas mana dibangun tertib hukum.3Adapun yang 

dimaksud dengan kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, 

teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi 

perbandingan, pegangan teoritis.4 

Berbicara tentang perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang hukum 

perdata disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.5 

Selain Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatas, para ahli juga 

mengemukakan pendapatnya mengenai perjanjian, bahwa perjanjian adalah suatu 

perbuatan hukum mengenai harta kekayaan dua pihak yang berjanji untuk melaksanakan 

sesuatu, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.6 

Wiryono Prodjodikoro memberikan pengertian tersendiri mengenai perjanjian yaitu 

suatu hubungan hukum  mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak dalam mana satu 

pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan suatau hal atau untuk tidak 

melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain melaksanakan perjanjian itu.7 

Sementara K.R.M.T Tirtodiningrat sebagaimana dikutip oleh A.Qirom Syamsudin 

Meliala mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata 

                                                           
3Mariam Darus Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, 1983, hal. 15 
4M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung, Mandar Maju, 1994, hal. 80 
5 R. Subekti dan Tjitrosudio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2001, hal. 

33 
6 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni Bandung,1992, hal. 102 
7R.WirjonoProdjodikoro, Azas-azas Hukum Perjanjian, PT Bale, Bandung 1986, hal. 9 



sepakat antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang 

diperkenankan Undang-Undang.8 

Sedangkan Salim HS, mengemukakan bahwa perjanjian merupakan hubungan 

antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta benda 

kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek 

hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasi sesuai dengan yang telah 

disepakatinya.9 

Dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat 

hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak. Menurut 

Yahya Harahap suatu perjanjian diartikan sebagai hubungan hukum kekayaan atau hukum 

harta benda yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh suatu 

prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.10 

Sedangkan menurut  doktrin (teori lama) yang disebut dengan perjanjian adalah 

perbuatan melawan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. 

Definisi tersebut telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum 

(tumbuh/lenyapnya hak dan kewajiban). Unsur-unsur perjanjian adalah : 

a. Adanya perbuatan hukum; 

b. Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang; 

c. Persesuaian kehendak harus dipublikasikan/dinyatakan; 

d. Perbuatan hukum terjadi karena kerjasama antara dua orang atau lebih; 

                                                           
8A.Qirom Syamsyuddin Meliala, Pokok Hukum Perjanjian Beserta  Perkembanganya  Liberti,Yogyakarta,1985, 

hal. 8                                                                 
9 Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata, Buku Satu, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hal. 

27 
10 M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1992, hal. 25.  



e. Pernyataan kehendak (wilsverklaring) yang sesuai harus saling bergantung satu 

sama lain; 

f. Persesuaian kehendak harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan.11 

Sedangkan para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa defenisi 

perjanjian yang terdapat didalam ketentuan diatas adalah tidak lengkap dan pula terlalu 

luas. Karena hanya mengenai perjanjian sepihak saja, tetapi mencakup sampai kepada 

lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin yang merupakan perjanjian juga, namun 

memiliki sifat yang berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata buku III kriterianya dapat dinilai secara materil atau uang.12 

Walaupun dikatakan bahwa perjanjian lahir pada saat terjadinya kesepakatan 

mengenai hal pokok dalam perjanjian tersebut, namun masih ada hal lain yang harus 

diperhatikan yaitu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 

KUHPerdata :13 

1. Syarat subyektif, syarat ini apabila dilanggar maka perjanjian dapat dibatalkan yang 

meliputi : 

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

2. Syarat obyektif, syarat ini apabila dilanggar maka perjanjian tersebut menjadi batal 

demi hukum yang meliputi ; 

a. Suatu hal (obyek) tertentu 

b. Suatu sebab yang halal.  

Sedangkan syarat sahnya perjanjian yang khusus adalah : 

                                                           
11Salim HS, Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 25 
12Mariam Darus Badrulzaman dan kawan-kawan, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 

2001, hal. 65 
13 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 1   



1. Syarat tertulis untuk perjanjian tertentu; 

2. Syarat akta notaris untuk perjanjian tertentu; 

3. Syarat akta pejabat tertentu (yang bukan notaris) untuk perjanjian tertentu; 

4. Syarat izin dari yang berwenang.14 

Di dalam hukum kontrak dikenal banyak asas, diantaranya adalah sebagai berikut: 

15 

1. Asas kebebasan berkontrak; 

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam 

hukum kontrak. Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya 

didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang 

dibuatsecara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 

Demikian pula ada yang mendasarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata yang 

menerangkan tentang syarat sahnya perjanjian. 

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk 

secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, diantaranya16: 

a. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;  

b. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;  

c. Bebas menentukan isi atau klausula perjanjian;  

d. Bebas menentukan bentuk perjanjian;  

e. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan.  

                                                           
14 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Eropa Global, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2000, hal. 34.  
15 Ahmadi Miru, op.cit, hal. 3   
16Ibid, hal. 4 



Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang 

dalam melakukan kontrak. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat Buku III KUH 

Perdata yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat 

menyimpanginya (mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu 

yang sifatnya memaksa 

2. Asas Pacta Sunt Servanda; 

Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut 

karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji 

tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.Hal ini 

dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) yang menentukan bahwa semua perjanjian 

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya. 

3. Asas Konsensualisme; 

Asas konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk 

lahirnya kesepakatan.Pengertian ini tidak tepat karena maksud asas konsensualisme 

ini adalah bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan.Dengan 

demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirlah kontrak, 

walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu.Hal ini berarti bahwa dengan 

tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka 

atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat obligatoir, yakni 

melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.Asas 

konsensualisme ini tidak berlaku bagi semua jenis kontrak karena asas ini hanya 

berlaku terhadap kontrak konsensual sedangkan terhadap kontrak formal dan 

kontrak riel tidak berlaku. 



4. Asas iktikad baik; 

Asas iktikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum 

perjanjian.Ketentuan tentang iktikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) 

bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.Sementara itu, Arrest 

H.R. di Negeri Belanda memberikan peranan tertinggi terhadap iktikad baik dalam 

tahap praperjanjian bahkan kesesatan ditempatkan di bawah asas iktikad baik, 

bukan lagi pada teori kehendak. Begitu pentingnya iktikad baik tersebut sehingga 

dalam perundingan-perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah 

pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh 

iktikad baik dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua 

belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang 

wajar dari pihak lain. Bagi masing-masing calon pihak dalam perjanjian terdapat 

suatu kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar 

terhadap pihak lawan sebelum menandatangani kontrak atau masing-masing pihak 

harus menaruh perhatian yang cukup dalam menutup kontrak yang berkaitan dengan 

iktikad baik. 

Di samping keempat asas di atas, di dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang 

diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dari 

tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskan delapan 

asas hukum perikatan nasional.17 

Kedelapan asas itu dijelaskan sebagai berikut:18 

1. Asas kepercayaan  
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Asas Kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan 

perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka di belakang 

hari.  

2. Asas Persamaan Hukum  

Asas Persamaan Hukum adalah bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian 

mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak 

dibeda-bedakan antara satu sama lain, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, 

agama, dan ras. 

3. Asas Keseimbangan  

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan 

melaksanakan perjanjian.Kreditor mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan 

jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitor, namun 

debitor memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad 

baik.Asas keseimbangan dilandaskan pada ideologi yang melatarbelakangi tertib 

hukum Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber tata nilai 

dan mencerminkan cara pandang masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia adalah 

wakil dan cerminan masyarakat dan juga menjaga arah perkembangan tertib hukum 

sehingga tolak ukur tata nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tetatp terjaga 

sebagai ideal yang setiap kali hendak diejawantahkan.19Asas keseimbangan dalam 

kontrak dengan berbagai aspeknya telah begitu banyak dikaji dan diulas oleh para ahli, 

sehingga muncul berbagai pengertian terkait dengan asas keseimbangan ini. Pengertian 

“keseimbangan-seimbang” atau “ evenwitch-evenwichtig” (Belanda) atau “equality-

equal-equilibrium.Inggris) bermakna leksikal “sama, sebanding” menunjuk pada suatu 

                                                           
19Budiono, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 

357.   



keadaan, posisi, derajat, berat, dan lain-lain.20Sutan Remy Sjahdeini21, dalam 

disertasinya yang berjudul “Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang 

bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia”, menganilisis 

keseimbangan berkontrak pada hubungan antara bank-nasabah, menyimpulkan bahwa 

keseimbangan para pihak hanya akan terwujud apabila berada pada posisi yang sama 

kuat.  

Oleh karena itu, dengan membiarkan hubungan kontraktual para pihak semata-mata 

pada mekanisme kebebasan berkontrak, sering kali menghasilkan ketidak adilan apabila 

salah satu pihak berada dalam posisi yang lemah.Dengan demikian, negara seharusnya 

campur tangan untuk melindungi pihak yang lemah dengan menentukan klausula tertentu 

yang harus dimuat atau dilarang dalam suatu kontrak. Mencermati pandangan tersebut, 

tampaknya Sutan Remi Sjahdeini memahami keseimbangan para pihak yang berkontrak 

(bank-nasabah) dari posisi atau kedudukan para pihak yang (seharusnya) sama.22 

4. Asas Kepastian Hukum  

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum.Kepastian ini 

terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi 

yang membuatnya. 

5. Asas Moral  

Asas moral ini terikat dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari 

seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak 

debitor.Hal ini terlihat dalam zaakwarneming, yaitu seseorang melakukan perbuatan 

dengan sukarela (moral). 
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22 Sutan Remi Sjahdeini, Op.Cit, hal. 63 



6. Asas Kepatutan  

Asas Kepatutan tertuang dalam Pasal 1339 KUH Perdata.Asas ini berkaitan dengan 

ketentuan mengenai isi perjanjian. 

7. Asas Kebiasaan  

Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya 

mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut 

kebiasaan lazim diikuti.  

8. Asas Perlindungan  

Asas Perlindungan mengandung pengertian bahwa antara debitor dan kreditur harus 

dilindungi oleh hukum 

Untuk melaksanakan suatu perjanjian harus terlebih dahulu ditetapkan secara tegas 

dan cermat tentang isi perjanjian sebelum adanya persetujuan dari kedua belah pihak, 

disamping itu persetujuan harus pula memenuhi beberapa unsur yaitu : 

1. Essentialia, yaitu bagian-bagian dari pada persetujuan yang tanpa bagian itu 

persetujuan tersebut tidak mungkin ada 

2. Naturalia, yaitu bagian-bagian yang oleh Undang-Undang harus ditentukan sebagai 

peraturan-peraturan yang bersifat mengatur 

3. Accidentalia, yaitu bagian-bagian yang oleh para pihak ditambahkan didalam 

persetujuan, yang mana Undang-Undang tidak mengaturnya.23 

Pengertian perjanjian atau kontrak adalah suatu perjanjian (tertulis) diantara dua 

atau lebih orang yang menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu hal 

khusus.24 
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Dari definisi yang di kemukakan diatas, secara jelas terdapat suatu kesepakatan 

antara para pihak, yang mana pihak yang satu setuju utuk melaksanakan suatu perjanjian, 

akibat hukum dari perjanjian ini adalah timbulnya hak dan kewajiban bagi para pihak yang 

membuat perjanjian tersebut. 

Berdasarkan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan diatas ditarik 

kesimpulan bahwa unsur-unsur perjanjian tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Adanya pihak-pihak, sedikitnya dua orang  

2. Adanya persetujuan dua pihak 

3. Adanya bentuk tertentu 

4. Adanya prestasi yang akan dicapai 

5. Adanya tujuan yang akan dicapai 

6. Adanya surat-menyurat tertentu yang akan diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. 

Mengenai kapan suatu perjanjian dikatakan terjadi antara para pihak dalam ilmu 

hukum kontrak dikenal beberapa teori, yaitu : 

1. Teori penawaran dan penerimaan 

Bahwa pada prinsipnya suatu kesepakatan kehendak baru terjadi setelah adanya 

penawaran (offer) dari salah satu pihak dan dikuti dengan penerimaan tawaran 

(acceptance) oleh pihak lain dalam perjanjian tersebut.  

2. Teori Kehendak 

Teori ini berusaha untuk menjelaskan jika ada kontroversi antara apa yang 

dikehendaki dengan apa yang dinyatakan dalam perjanjian, maka yang berlaku 

adalah apa yang dikehendaki, sementara apa yang dinyatakan tersebut dianggap 

tidak berlaku.  

3. Teori Pernyataan  



Menurut teori ini, apabila ada kontroversi antara apa yang dikehendaki dengan apa 

yang dinyatakan, maka apa yang dinyatakan tersebutlah yang berlaku. Sebab 

masyarakat menghendaki apa yang dinyatakan itu dapat dipegang. 

4. Teori Pengiriman 

Menurut teori ini suatu kata sepakat dapat terbentuk pada saat dikirimnya suatu 

jawaban oleh pihak yang kepadanya telah ditawarkan suatu perjanjian, karena sejak 

saat pengiriman tersebut, sipengirim jawaban telah kehilangan kekuasaan atas surat 

yang dikirimnya itu. 

5. Teori pengetahuan  

Menurut teori ini, suatu kata sepakat telah terbentuk pada saat orang yang 

menawarkan tersebut mengetahui bahwa penawarannya tersebut telah disetujui oleh 

pihak lainnya.Jadi pengiriman jawaban saja oleh pihak yang menerima tawaran 

dianggap masih belum cukup, karena pihak yang melakukan tawaran masih belum 

mengetahui diterimanya tawaran tersebut. 

6. Teori Kepercayaan 

Teori ini mengajukan bahwa suatu kata sepakat dianggap telah terjadi manakala ada 

pernyataan yang secara objektif dapat dipercaya.25 

 

Perjanjian Baku adalah yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk 

formulir.Kini pada umumnya kesepakatan para pihak yang dihasilkan melalui perundingan 

sudah banyak dibatasi oleh perjanjian yang telah dibakukan atau Distandarisasikan.Hal ini 

mengingat perkembangan dalam pekerjaan pengawasan yang kompleks yang 

membutuhkan adanya kepraktissan, efisiensi, dan kecepatan tanpa mengabaikan adanya 
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kepastian hukum, agar produksi dan pemasaran dapat berjalan dengan cepat lancar. Karena 

itu banyak digunakan perjanjian yang pasti dan bentuknya tertulis, berupa formulir-

formulir yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pemberi pekerjaan 

sebelum diajukan atau ditawarkan kepada penerima pekerjaan, yang disebut dengan 

perjanjian baku.26Dapat disimpulkan dalam azas kebebasan yang dianut dalam perjanjian 

baku tersebut, telah memberi kesempatan kepada penyedia jasa apakah mau mengikatkan 

dirinya  dalam perjanjian tersebut, dalam bentuk pilihan yang dapat ditentukan oleh dirinya 

mereka yang membuat perjanjian tersebut. 

Menurut Pitlo seperti yang dikutip oleh Mariam Darus Badrulzaman mengatakan 

bahwa latar belakang tumbuhnya perjanjian baku adalah keadaan Undang-Undang 

menentukan syarat-syarat yang tidak boleh dicantumkan dalam suatu perjanjian adalah 

apabila dicantumkan maka akan berakibat pada batalnya perjanjian tersebut. Syarat-syarat 

tersebut meliputi: 

1. Bertujuan  melakukan sesuatu yang tidak mungkin terlaksana (Pasal 1254 KUH 

Perdata) 

2. Bertentangan dengan kesusilaan 

3. Dilarang oleh undang-undang (Pasal 1254 KUH Perdata) 

4. Pelaksanaannya tergantung dari kerumunan orang yang terikat.27 

Pasal 1338 KUHPerdata merumuskan bahwa semua persetujuan yang disebut 

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.Dari rumusan 

Pasal tersebut dapat diketahui bahwa pembentuk Undang-Undang menunjukkan bahwa 

pembuatan perjanjian harus menurut hukum dan perjanjian itu harus dilaksanakan dengan 

itikad baik.Hal ini dipertugaskan oleh Pasal 1338 (2) KUHPerdata yang menyatakan 
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“perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua 

belah pihak, atau karena alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. 

Jadi intinya apa yang disepakati oleh para pihak tidak boleh siapapun kecuali hal 

tersebut dikehendaki secara bersama oleh para pihak berdasarkan suatu perbuatan hukum 

atau peristiwa hukum atau keadaan hukum tertentu.Akan tetapi sekalipun tidak dapat 

ditarik kembali, bukan berarti pembatalan tidak dapat dilaksanakan. Pembatalan perjanjian 

dapat dimintakan jika : 

1. Tidak terjadi kesepakatan bebas dari para pihak membuat perjanjian, baik karena 

telah terjadi kekhilafan, paksaan ataupun penipuan pada salah satu pihak dalam 

perjanjian saat perjanjian itu dibuat (Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1328 

KUHPerdata). 

2. Salah satu pihak dalam perjanjian tidak cakap untuk bertindak dalam hukum (Pasal 

1330 sampai dengan Pasal 1331 KUH perdata) dan memiliki kewenangan untuk 

melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu.28 

 

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja 

maupun tidak disengaja.Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena 

memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk 

tidak melakukan prestasi tersebut29. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain 

(lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan, apalagi kalau pihak lain tersebut 

Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan wanprestasi adalah apabila Si berhutang 

(debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan 
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29 Ahmadi Miru, op.cit hal. 74   



wanprestasi, ia alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga ia melanggar perjanjian bila ia 

melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.30 

Jadi dapat dikemukakan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi adalah pihak : 

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. 

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. 

3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. 

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. 

Secara umum bentuk-bentuk wanprestasi adalah : 

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. 

2. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi. 

3. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya.31 

Didalam Pasal 1243 KUHPerdata dengan timbulnya wanprestasi maka pihak yang 

melakukan wanprestasi harus mengganti kerugian kepada pihak lainnya berupa : 

1. Pengganti Biaya (Konsten) 

2. Schaden (Ganti rugi) 

3. Interest (Bunga).32 

Sementara disamping Debitur harus bertanggung jawab gugat sebagai akibat dari 

wanprestasi tersebut, kreditur juga dapat menuntut salah satu dari lima kemungkinan 

tersebut : 

1. Dapat menuntut pembatalan/ pemutusan perjanjian 

2. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian 
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3. Dapat menuntut penggantirugian 

4. Dapat menuntut pembatalan dan pengganti rugian.33 

 

Pembagian atas empat kemungkinan tuntutan tersebut di atas sekaligus merupakan 

pernyataan ketidaksetujuan penulis atas pendapat yang membagi atas lima kemungkinan, 

yaitu pendapat yang masih menambahkan satu kemungkinan lagi, yaitu “penuntutan ganti 

rugi saja” karena tidak mungkin seseorang menuntut ganti rugi saja yang lepas dari 

kemungkinan dipenuhinya kontrak atau batalnya. kontrak karena dibatalkan atau 

dipenuhinya kontrak merupakan dua kemungkinan yang harus dihadapi para pihak dan 

tidak ada pilihan lain sehingga tidak mungkin ada tuntutan ganti rugi yang berdiri sendiri 

sebagai akibat dari suatu wanprestasi. Tuntutan apa yang harus ditanggung oleh pihak yang 

wanprestasi tersebut tergantung pada jenis tuntutan yang dipilih oleh pihak yang dirugikan. 

Bahkan apabila tuntutan itu dilakukan dalam bentuk gugatan di pengadilan, pihak yang 

wanprestasi tersebut juga dibebani biaya perkara.34 

Dalam KUH Perdata tidak diatur secara khusus tentang berakhirnya kontrak, tetapi 

yang diatur dalam Bab IV Buku III KUH Perdata hanya hapusnya perikatan-

perikatan.Walaupun demikian, ketentuan tentang hapusnya perikatan tersebut juga 

merupakan ketentuan tentang hapusnya kontrak karena perikatan yang dimaksud dalam 

Bab IV Buku III KUH Perdata tersebut adalah perikatan pada umumnya baik itu lahir dari 

kontrak maupun yang lahir dari perbuatan melanggar hukum.35 

Berdasarkan Pasal 1381 KUH Perdata hapusnya perikatan karena sebagai berikut: 

1. Pembayaran  
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Pembayaran yang dimaksud pada bagian ini berbeda dari istiah pembayaran yang 

dipergunakan dalam percakapan sehari-hari karena pembayaran dalam pengertian 

sehari-hari harus dilakukan dengan menyerahkan uang sedangkan menyerahkan 

barang selain uang tidak disebut sebagai pembayaran, tetapi pada bagian ini yang 

dimaksud dengan pembayaran adalah segala bentuk pemenuhan prestasi. 

2. Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti dengan Penyimpanan atau Penitipan  

Apabila seorang kreditor menolak pembayaran yang dilakukan oleh debitor, debitor 

dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas utangnya, dan jika kreditor 

masih menolah, debitor dapat menitipkan uang atau barangnya di pengadilan. 

Penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan uang atau barang di 

pengadilan, membebaskan debitor dan berlaku baginya sebagai pembayaran asal 

penawaran itu dilakukan berdasarkan undang-undang dan apa yang dititipkan itu 

merupakan atas tanggungan si kreditor.  

3. Pembaruan Utang  

Pembaruan utang pada dasarnya merupakan penggantian objek atau subjek kontrak 

lama dengan objek atau subjek kontrak yang baru. 

Macam-macam Pembaruan Utang:  

a. Penggantian Objek Kontrak  

b. Penggantian Debitor  

c. Penggantian Kreditor  

Seperti halnya kontrak pada umumnya, maka pembaruan utang ini juga hanya dapat 

dilaksanakan oleh orang-orang yang cakap menurut hukum untuk melakukan 

kontrak dan pembaruan ini harus tegas ternyata dari perbuatannya dan tidak boleh 

terjadi hanya dengan persangkaan. 



4. Perjumpaan Utang atau Kompensasi  

Perjumpaan utang atau kompensasi ini terjadi jika antara dua pihak saling berutang 

antara satu dan yang lain sehingga apabila utang tersebut masing-masing 

diperhitungkan dan sama nilainya, kedua belah pihak akan bebas dari utangnya. 

Perjumpaan utang ini secara hukum walaupun hal itu tidak diketahui oleh si debitor. 

5. Percampuran Utang 

Apabila kedudukan kreditor dan debitor berkumpul pada satu orang, utang tersebut 

hapus demi hukum.Dengan demikian, percampuran utang tersebut juga dengan 

sendirinya menghapuskan tanggung jawab penanggung utang.Namun sebaliknya, 

apabila percampuran utang terjadi pada penanggung utang, tidak dengan sendirinya 

menghapuskan utang pokok. Demikian pula percampuran utang terhadap salah 

seorang piutang tanggung menanggung tersebut tidak dengan sendirinya 

menghapuskan utang kawan-kawan berutangnya 

6. Pembebasan Utang  

Pembebasan utang bagi kreditor tidak dapat dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan 

karena jangan sampai utang tersebut sudah cukup lama tidak ditagih, debitor 

menyangka bahwa terjadi pembebasan utang.Hanya saja pengembalian sepucuk 

tanda piutang asli secara sukarela oleh kreditor. Maka, hal itu merupakan suatu bukti 

tentang pembebasan utangnya bahkan terhadap orang lain yang turut berutang 

secara tanggung menanggung.  

7. Musnahnya Barang yang Terutang  

Jika suatu barang tertentu yang dijadikan objek perjanjian musnah, tidak dapat lagi 

diperdagangkan, atau hilang, hapuslah perikatannya, kecuali kalau hal tersebut 

terjadi karena kesalahan debitor atau debitor telah lalai menyerahkan sesuai dengan 



waktu yang telah ditentukan. Walaupun debitor lalai menyerahkan objek perjanjian 

tersebut, asal tidak menanggung kejadian-kejadian tidak terduga tetap juga dapat 

dibebaskan, jika barang tersebut akan tetap musnah dengan cara yang sama di 

tangan kreditor seandainya objek perjanjian tersebut diserahkan tepat waktu.  

8. Kebatalan atau Pembatalan  

Kebatalan atau batal demi hukum suatu kontrak terjadi jika perjanjian tersebut tidak 

memenuhi syarat objektif dari syarat sahnya kontrak yaitu “suatu hal tertentu” dan 

“sebab yang halal”. Jadi kalau kontrak itu objeknya tidak jelas atau bertentangan 

dengan undang-undang ketertiban umum atau kesusilaan, kontrak tersebut batal 

demi hukum. Pembatalan kontrak sangat terkait dengan pihak yang melakukan 

kontrak, dalam arti apabila pihak yang melakukan kontrak tersebut tidak cakap 

menurut hukum, baik itu karena belum cukup umur 21 tahun atau karena di bawah 

pengampuan, kontrak tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang tidak 

cakap tersebut apakah diwakili oleh wali atau pengampunya atau setelah dia sudah 

berumur 21 tahun atau sudah tidak dibawah pengampuan.  

9. Berlakunya Syarat Batal  

Hapusnya perikatan yang diakibatkan oleh berlakunya syarat batal terjadi jika 

kontrak yang dibuat oleh para pihak adalah kontrak dengan syarat batal, dan apabila 

syarat itu terpenuhi, maka kontrak dengan sendirinya batal yang berarti 

mengakibatkan hapusnya kontrak tersebut.Hal ini berbeda dari kontrak dengan 

syarat tangguh, karena apabila syarat terpenuhi pada kontrak dengan syarat tangguh, 

maka kontraknya bukan batal melainkan tidak lahir. 

10. Kedaluwarsa  



Kedaluwarsa atau lewat waktu juga dapat mengakibatkan hapusnya kontrak antara 

para pihak.Hal ini diatur dalam KUH Perdata, Pasal 1967 dan seterusnya. 

E. Konsep Operasional 

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih tajam dan bermakna, sesuai 

dengan apa yang diharapkan, penulis memberikan beberapa batasan-batasan tentang 

terminologi judul “Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian 

Kerjasama Antara PT. Pelabuhan Dumai Berseri (BUMD) Dengan PT. Pelabuhan 

Tiga Bersaudara” yang terdapat dalam judul ini sebagai berikut: 

Akibat Hukum Suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. 

Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh 

undang-undang, sehingga kalau dilanggar akanberakibat, bahwa orang yang melanggar itu 

dapat dituntut di muka pengadilan.36 

Wanprestasi  adalah kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya 

dalam perjanjian.37 

Perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih tertulis 

maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat 

bersama.38 

F. Metodologi Penelitian 

Penulis menggunakan metode untuk menjelaskan, menjawab dan menganalisa 

pokok permasalahan, adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut : 

1. Jenis dan sifat penelitian 
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Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian observasional 

research yang dilakukan dengan cara survey, yaitu penelitian secara langsung ke lokasi 

penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara.  

Sedangkan jika di lihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yang 

berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan 

sistematis tentang permasalahan pokok penelitian.Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji 

mengemukakan bahwa penelitian diskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk 

memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, 

dengan maksud untuk mempertegas hipotesa, untuk memperkuat suatu teori, atau 

menyusun teori-teori baru.39 

2. Obyek Penelitian 

Obyek dari penelitian penulis ini adalah menjelaskan secara singkat mengenai 

perjanjian kerjasama antara PT. Pelabuhan Dumai Berseri (BUMD) dengan PT. Pelabuhan 

Tiga Bersaudara. 

3. Lokasi Penelitian 

 Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di PT. Pelabuhan 

Dumai Berseri (BUMD) dan di PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara.Adapun alasan pemilihan 

judul karena di 2 (dua) lokasi ini penulis dapatkan informasi yang berkaitan dengan 

penulisan Tesis ini. 

4. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti  yang mempunyai 

karakteristik yang sama.40Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang 
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dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam 

menentukan penelitian.41 Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini 

terdiri dari : 

a. Direktur PT. Pelabuhan Dumai Berseri (BUMD) sebanyak 1 orang. 

b. DirekturPT. Pelabuhan Tiga Bersaudarasebanyak 1 (satu) orang. 

5. Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu : 

a. Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara dan 

yang berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas.  

b. Data Sekunder adalah data yang penulis peroleh secara tidak langsung dari para 

responden yang bersumber dari buku-buku hukum perdata, hukum bisnis, dan 

peraturan perundang-undangan, Internet, perjanjian kerjasama antara  PT. Pelabuhan 

Dumai Berseri (BUMD) Dengan PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara dan Peraturan 

Perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian penulis. 

6. Alat Pengumpul Data 

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data 

dengan cara wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan dialog/ percakapan 

(tanya jawab)  secara langsung kepada responden. 

7. Analisa Data 

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data 

sekunder, kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari kedua 

masalah pokok yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk 

uraian kalimat. Kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data 
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lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang 

dijadikan dasar yuridis dalam penelitian. 

8. Metode Penarikan kesimpulan 

Kemudian  penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif 

yaitu mengambil kesimpulan adalah proses penalaran untuk manarik kesimpulan berupa 

prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta- fakta yang bersifat khusus. 

 

 

 

 


